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WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat 
dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi 
berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis  
Mayarakat (PATBM) sebagaimana kebijakan yang yang 
telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
dimana peran serta masyarakat dalam upaya 
memberikan perlindungan  terhadap anak dalam 
bentuk pencegahaan untuk tidak terjadinya kekerasan 
ataupun pelanggaran hak anak; 
 

  b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan 
menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-
langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan 
masyarakat; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura tentang 
Penetapan Pengurus Aktivis atau Relawan Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari 
Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 
Tahun 2023; 
 

Mengingat : 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2775); 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 
 

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 
 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 
 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4928); 
 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5080); 
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban 
Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6131); 
 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak 
Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 60);  
 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
606); 
 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); 
 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ; 
 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2007 Nomor 2); 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan 
Nagari Muaro Sakai Inderapura (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009 Nomor 34 Seri 
E-33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan Nomor 34); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
Nomor 213); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 
227); 
 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan 
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari; 
 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak 
Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan 
Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan 
Pengembangan Kabupaten Layak Anak; 
 

MEMUTUSKAN 
    

Menetapkan :   
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Aktivis atau Relawan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 
Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 
 

KEDUA : Pengurus Aktivis atau Relawan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU dalam keputusan ini mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

  1. 
 
 
 
2. 
3. 
 

4. 
 
 
 
 

Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan 
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi 
perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang 
memberikan perlindungan kepada anak;  
Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak; 
Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumen 
kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak; 

Melaksanakan publikasi/sosialiasasi/kampanye anti 
kekerasan/promosi hak anak; 
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